BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan Magang II Taruna Program Studi

Diploma III Teknologi Otomotif yang dilaksankan di Unit Pelaksana Teknis

Dinas Penguijian Kendaraan Bermotor Kota Depok selama 3 (tiga) bulan,

kami dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Depok
merupakan pengujian dengan rata-rata 100 kendaraan perharinya
dengan kendaraan pickup paling banyak disana

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Depok
telah menerapkan Sistem BLUe (Bukti Lulus Uji Elektronik) untuk lebih
memudahkan bagi masyarakat dan mempercepat proses pengujian
kendaraan bermotor dibawah kendali Direktorat Jenderal Perhubungan
Darat.

Sistem mekanisme dan prosedur pelayanan atau tata cara pelayanan
pengujian kendaraan bermotor, tata cara penggunaan peralatan
pengujian kendaraan bermotor dan tata cara pengujian kendaraan
bermotor sudah mengacu pada PM 19 Tahun 2021 dan telah
dipublikasikan dalam bentuk media cetak yang diletakan pada gedung
uji, kecuali prosedur penggunaan alat uji belum dipublikasikan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Depok
telah memiliki standar operasinal prosedur (SOP) guna terwujudnya
pelayanan yang prima, tetapi SOP yang ada terlalu panjang dan sedikit
membingungkan.

Kurangnya kesadaran penguji untuk menggunakan alat pelindung diri

(APD) pada saat pelaksanaan uji mekanis

V.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat ditentukan beberapa saran guna

peningkatan pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian

Kendaraan Bermotor Kota Depok yaitu sebagai berikut:
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Dengan diterapkannya Sistem BLUe (Bukti Lulus Uji Elektronik) di Unit
Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Depok,
pelayanan pengujian kendaraan bermotor lebih cepat dan lebih efisiensi
waktu; 6. Perlu adanya pembaharuan SOP Pelayanan Pengujian
Kendaraan Bermotor sehingga lebih jelas dan tidak membingungkan;
Tata cara pengoperasian alat dapat dipublikasikan melalui papan
informasi atau media lain, seperti video profil pelayanan penguijian
kendaraan bermotor.

Merekomendasikan pembuatan lahan parkir baru agar tidak terjadi

pemupukan antrian hingga keluar pagar Dinas perhubungan kota depok
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